BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pertimbangan

Mahka

2)

dalam menjatuhkan Putusan

1) Darii penafswan Pasal sebut diten ukanlah%lE wa pemanggilan

seseprang unt Perwakilan Rakyat, hal

ini dilakukan wewenang dan tugas

Dewan Perwakilan R3 etapi, dalam kenyataannya

yang térdapat dalam usa 73 ayat (1) UUD“I D3 tersebut tidak

disebutkan sec: gaimanakah yang
dimak onstitusi berpendapat

tidak jelas ident relavan atau tidak
untuk {'ha' eC yang intdi~keterangannya oleh
Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, berdasarkan penafsiran
tersebut dapat dimaknai seolah-olah dalam setiap kegiatan rapat yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat
tersebut dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap seseorang.

Selanjutnya pertimbangan dari Majelis Hakim adalah mengenai

pemanggilan paksa dan penyanderaan pihak-pihak dalam persidangan
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Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilakukan pada saat Dewan Perwakilan
Rakyat sedang melakukan fungsi pengawasan dengan hak angket. Hal
ini jelas berbeda dengan norma yang terdapat dalam Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 yang pada hakikatnya
merupakan pemanggilan setiap orang dalam rapat Dewan Perwakilan

Rakyat tanpa ada penegasan-dalam konteks rapat apa pemanggilan
AS
RSIT ANDALA sk

terseout al '

=

2. Implika: i~-::r§1;u’kum yang

pasca dike’ﬂJ kannya Putusan
~~ —
~ i
”~ ., ~ . .
U-XV1/2018 adalah sebagai berikut:
Lo I~ W

) jakilan' “Rakyat bukanlah lembaga

Mahkanla'_ih Konsti

1) Penegasan
superioritas yang njerang gakan hukum, jadi Dewan
Per ékilan Rakyat § & i Kewenangan pemanggilan paksa

kepads

2) Fungsi pene konteks proses dari

pelaksanaa ak angket 'V ana o- n° untuk mengawasi

Berdasarkan hasil pembahasan permasalahan dan kesimpulan di atas,

B. Saran

penulis merumuskan saran sebagai berikut:
1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam membuat suatu undang-
undang harus mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan

mengedepankan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu
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2.

sendiri. Setelah itu, sebelum diundangkannya undang-undang tersebut,
Dewan Perwakilan Rakyat harusnya meninjau kembali pasal per pasal
dalam undang-undang tersebut, apakah pasal tersebut sudah sesuai
dengan semestinya atau tidak. Sehingga setelah diundangkannya
undang-undang tersebut tidak menimbulkan konflik lagi dari publik.

Adanya upaya pendekatan lain bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam

eksekutif, baik

pihak yang terkait
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